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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 terhadap Pengupahan Karyawan Outsourcing di PT. SWAPRO
International ini merupakan hasil penelitian yang memuat dua rumusan masalah,
yaitu: (1) Bagaimana Pengupahan Karyawan Outsourcing di PT. SWAPRO
International? (2) Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 terhadap Pengupahan Karyawan Outsourcing di PT. SWAPRO
International?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara
dilakukan secara langsung kepada Koordinator PT. SWAPRO International Jawa
Timur, Personal in Charge dan Karyawan outsourcing wilayah Kabupaten
Mojokerto dan teknik dokumentasi dilakukan pada perjanjian kerja dan bukti slip
gaji karyawan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode analisis
deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu berangkat dari data/fakta-
fakta di lapangan terkait pengupahan karyawan oufsourcing yang bersifat khusus,
kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori al-ljarah dalam Hukum
Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang bersifat umum, sehingga
kesimpulan hukumnya dapat diterapkan pada fakta yang sama di tempat yang
berbeda.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Pengupahan yang diterapkan PT.
SWAPRO International berdasarkan ketentuan upah minimum kantor penempatan
untuk gaji pokok karyawan dan insentif dari ketentuan klien. Karyawan hanya
menerima upah sebesar 50% dari keseluruhan upah yang tercantum dalam
kesepakatan. Menurut pihak PT. SWAPRO penundaan sebagian upah awalnya
dijanjikan akan dibayarkan dibulan berikutnya, penundaan upah juga disebabkan
ketentuan dari klien tanpa ada kesepakatan sebelumnya dan upah baru dibayarkan
beberapa bulan setelah upah tersebut dijanjikan. (2) Menurut hukum islam,
pengupahan karyawan PT. SWAPRO termasuk akad 7asid(rusak). Karena terdapat
syarat dari rukun al-fjarah yang tidak terpenuhi seperti penundaan pembayaran
upah tanpa ada kesepakatan yang menjadikan kesalahpahaman dan karyawan
merasa dirugikan. Sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2003, pengupahan
karyawan PT. SWAPRO memenuhi pasal 89 tentang upah minimum, karena upah
pokok yang diterima karyawan sesuai ketentuan upah minimum. Sementara itu,
penundaan setengah upah karyawan bersifat menyimpang karena insentif yang
dibayar setengah termasuk dalam upah pendapatan pekerja sebagai perhitungan
pajak tanpa ada kesepakatan sebelumnya meskipun tidak ada unsur kesengajaan
yang dilakukan PT. SWAPRO.

Dari hasil penelitian diatas, maka sebaiknya PT. SWAPRO pada saat
perjanjian memberikan penjelasan lebih rinci kepada karyawan outsourcing
tentang kontrak perjanjian dan pengupahan. Dan sebaiknya PT. SWAPRO sebagai
perusahaan alih daya memberikan ketegasan kepada perusahaan kliennya untuk
memberitahukan jika terdapat pembayaran upah yang dibayarkan setengah dari
keseluruhan upah agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah satu pihak tidak
merasa dirugikan.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial,
karena kodrat manusia sejak lahir, hidup, berkembang hingga meninggal dunia
berada ditengah masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat
hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Hal yang terpenting dalam hidup bermasyarakat yaitu
tentang bagaimana manusia dapat hidup dan berinteraksi dengan sesama
untuk memenuhi kebutuhan, saling bertukar keperluan baik materi, jasa
maupun ketrampilan. Contohnya dalam hal kerjasama yang membawa

keuntungan dan dampak positif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.!

Agama islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan
Allah SWT tetapi juga mengatur hubungan manusia satu dengan manusia lain
melalui kegiatan bermuamalah.? Sesuai dengan firman Allah SWT, QS. Al -

Maidah ayat 2 yang berbunyi :

! Chainur Arrasjid, Dasar — Dasar Ilmu Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 1-2
2 Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang
Muamalah)”, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam Vol. 5 No. 2 Februari 2018, 73 — 74
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar
syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang
galaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi
Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan
apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka
menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat
berat siksa-Nya’3

Dari QS. Al — Maidah ayat 2 diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan
bermuamalah sangat dianjurkan dalam islam. Kegiatan yang dimaksud seperti
saling membantu dalam hal kebaikan, saling tolong — menolong dalam hal
bekerja sama untuk menjalankan usaha atau kemitraan, dan senantiasa bekerja
keras untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup. Hal tersebut
tentunya mencerminkan asas mu’awanah dan asas musyarakahyang keduanya
mewajibkan kita untuk saling tolong menolong dan bekerja keras.* Sebagai
manusia kita mempunyai kebutuhan yang sangat beragam, oleh karena itu kita

diwajibkan untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan. Hal tersebut

sesuai dengan QS. Az — Zukruf ayat 32 yang berbunyi :

3 Departemen Agama RI, A/ — Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2015), 106
4 Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang
Muamalah)”., 75
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Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?

Kami telah menentukan antara penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,
dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang
lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Berdasarkan QS. Az — Zukruf ayat 32 diatas dapat dijelaskan bahwa
Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Bekerja keras juga merupakan bentuk ibadah kepada
Allah SWT, sama hal nya dengan kewajiban menunaikan shalat. Sebagai
makhluk sosial, manusia pasti mempunyai kebutuhan yang beragam seperti
kebutuhan sandang, pangan, papan. Oleh karena itu, manusia diharuskan
untuk bekerja keras agar memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya.

Dalam dunia pekerjaan, manusia dapat memilih bekerja sendiri
(wirausaha) atau bekerja pada orang lain (pekerja/buruh, karyawan, dll).
Istilah bekerja pada orang lain sangat dikaitkan dengan hukum perburuhan
yang mengatur segala peraturan tentang hubungan kerja antara pekerja
(buruh) dengan majikan atau perusahaan. Adanya hubungan kerja tersebut
akan menciptakan perjanjian kerja yang mengikatkan pekerja/buruh dengan

perusahaan. Selain itu perjanjian kerja dapat didefinisikan sebagai suatu

5 Ibid., 647



perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mana satu pihak
bertindak sebagai pemberi pekerjaan sedangkan pihak lain bertindak sebagai
penerima pekerjaan. Adapun ketentuan dasar yang harus dipenuhi agar
kontrak perjanjian kerja sah dan mempunyai kekuatan hukum, diantaranya
para pihak harus cakap hukum, adanya kesepakatan, dilakukan karena hal
tertentu dan untuk sebab tertentu. Dapat dikatakan perjanjian kerja termasuk
kedalam bentuk perjanjian untuk melakukan jasa —jasa tertentu dan perjanjian
pemborongan pekerjaan atau biasa disebut dengan Outsourcing.®

Kontrak perjanjian kerja jika dikaitkan dari segi hukum islam termasuk
dalam akad sewa — menyewa atau al-jjarah . Al-jjarah merupakan
pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu benda dalam waktu yang telah
disepakati kedua pihak dengan pembayaran sewa (wjrah). Ujrah yang wajib
dibayarkan kepada pekerja sebagai imbalan atas pemanfaatan benda yang
disewa sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian. Jika dalam lingkup
pekerjaan, ujrah akan dibayarkan setelah kewajiban pekerja selesai dilakukan,
artinya majikan/perusahaan wajib membayarkan upah kepada pekerja/buruh

atas pekerjaan/jasa yang telah dilakukan.’

Hubungan kerja antara pekerja dengan majikan/perusahaan akan
timbul karena ada suatu perjanjian. Pada masa sekarang, hubungan kerja

secara global termasuk dalam hubungan kerja fleksibel. Kata fleksibel

8 Tke Farida, Perjanjian Perburuhan : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing (Jakarta :
Sinar Grafika, 2019), 36-37
7 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 144-151



biasanya berkaitan dengan waktu bekerja yang tidak terikat pada jam kerja
yang ditentukan oleh perusahaan maupun sebaliknya. Artinya, hubungan kerja
yang terjadi saat ini tidak memberikan jaminan terhadap pekerja apakah dapat
bekerja secara terus — menerus. Hubungan kerja secara fleksibel terbagi
menjadi 4 jenis, antara lain hubungan kerja berdasarkan perjanjian pengiriman
atau peminjaman kerja, hubungan kerjas yang dilaksanakan di rumah,

hubungan kerja bebas, serta hubungan kerja berdasarkan panggilan.®

Sampai saat ini yang menjadi polemik terutama dalam dunia
ketenagakerjaan yaitu mengenai permasalahan sistem outsourcing. Urgensi
adanya sistem outsourcing di Indonesia adalah mengenai pertumbuhan jumlah
penduduk yang berdampak pada bertambahnya penduduk yang memasuki usia
kerja serta tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibat
kondisi tersebut, maka muncullah pekerjaan dengan sistem outsourcing. Kata
outsourcing dapat disebut perjanjian pemborongan pekerjaan.” Outsourcing
sendiri tidak dijelaskan dalam Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan, akan tetapi pada pasal 64 dinyatakan secara tersirat
bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa

pekerja maupun buruh yang dibuat secara tertulis.

8 Lis Julianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsorcing di Indonesia”, Jurnal
Advokasi Vol. 5 No. 1, Maret 2015, 16

? Siti Kunarti, “Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ( Outsourcing) dalam Hukum Ketenagakerjaan”,
Jurnal Dinamika Hukum Vol 9 No. 1 Januari 2009, 67



Secara efisiensi, pekerja outsourcing dipandang sebagai peluang
perkembangan bisnis bagi pengusaha untuk mencari tenaga kerja secara
mudah sedangkan kedudukan pekerja dengan sistem oufsourcing tidak
menentu. Hal tersebut dikarenakan pekerja outsourcing bekerja atas dasar
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWTT) yang sudah dicantumkan di dalam Undang — Undang No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun sudah ditetapkan dasar
hukumnya, sistem outsourcing masih menjadi Pro kontra hingga saat ini
karena dianggap sebagai upaya perusahaan untuk memperoleh keuntungan
sebesar mungkin dan langkah untuk menghindari berbagai perselisihan

hubungan kerja yang dapat merugikan pekerja.!”

Permasalahan pro kontra terhadap sistem QOutsourcing tidak hanya
mengenai tuntutan hak pekerja tetapi juga mengenai permasalahan upah.
Upah sebenarnya diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan
yang telah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan awal kedua pihak. Namun
faktanya pembayaran wupah sering terjadi perselisihan, seperti pihak
perusahaan tidak terbuka kepada pekerja dalam permasalahan upah yang

mengakibatkan terjadi kesalah pahaman antara pekerja dengan perusahaan.

10 Presita, K, S, Devi, “Tinjauan Hukum Islam dan undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Outsourcing Pabrik Gondorukem dan Terpentin di Sukun,
Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi—ST AIN Ponorogo, 2016)., 51



Selain itu, realisasi upah yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan isi

kontrak perjanjian kerja yang disepakati pada awal perjanjian.!!

Dari permasalahan upah diatas hampir sama halnya dengan
permasalahan yang terjadi di PT. SWAPRO International. PT. SWAPRO
International merupakan perusahaan alih daya (outsourcing) dibidang jasa
rekrutmen karyawan yang menyediakan tenaga kerja kontrak untuk
dipekerjakan di perusahaan kliennya. Karyawan yang dinyatakan diterima
akan mengikatkan diri dalam kontrak perjanjian sebagai karyawan PT.
SWAPRO International. Karyawan akan menerima wupah setelah
melaksanakan pekerjaannya, tentunya besaran upah sesuai dengan
kesepakatan awal. Namun, PT. SWAPRO tidak terbuka kepada karyawan
tentang pembayaran upah sebagai hak pekerja yang menimbulkan
kesalahpahaman antara karyawan dan PT. SWAPRO International. Oleh
karena itu, dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengkaji
permasalahan upah yang terjadi antara PT. SWAPRO International dengan
karyawan Outsourcing yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pengupahan Karyawan Outsourcing
di PT. SWAPRO International. Selanjutnya, kata PT. SWAPRO International

akan ditulis PT. SWAPRO di bab-bab berikutnya.

' Nawawi, “Polemik Hubungan Kerja Sistem Outsourcing’, Jurnal Masyarakat Indonesia Vol. 39
No. 1, Juni 2013, 2-3



B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pada dasarnya identifikasi dan batasan masalah sangat berkaitan dengan
latar belakang masalah. Identifikasi masalah sebenarnya telah tergambar di
dalam latar belakang masalah, hanya saja didalam identifikasi masalah
dijelaskan dalam bentuk sub bab yang lebih ringkas. Sedangkan untuk batasan
masalah juga berkaitan dengan identifikasi masalah, dari identifikasi masalah
peneliti dapat menentukan permasalahan yang tepat untuk diteliti. Jadi, tidak
semua sub bab didalam identifikasi masalah dapat diteliti.'> Berdasarkan
penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan

sebagai berikut :

1. Kontrak Perjanjian Kerja antara perusahaan dengan karyawan/pekerja
dari segi hukum islam

2.  Perselisihan tentang masalah upah antara perusahaan dan pekerja karena
hak dan kewajiban yang kurang terpenuhi

3. Problematika permasalahan upah pada pekerjaan sistem Outosurcing

4.  Dampak sistem pengupahan Qutsourcing bagi pekerja/buruh

5.  Sistem Pengupahan karyawan Outsourcing yang terjadi di PT. SWAPRO
International.

6.  Analisis hukum islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
terhadap permasalahan pengupahan yang dilakukan oleh PT. SWAPRO

International sebagai perusahaan penyedia jasa kepada karyawannya.

12 Azuar Juliandi, dkk, Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep, dan Aplikasi (Medan: UMSU
PRESS, 2014), 102-103



Dari beberapa permasalahan yang dipaparkan peneliti diatas, maka perlu
mengkaji beberapa permasalahan agar penelitian ini lebih fokus dan terarah
sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti membatasi pokok-

pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan karyawan outsourcing di PT. SWAPRO International.
2. Analisis hukum islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap
sistem pengupahan karyawan outsourcing di PT. SWAPRO International.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, muncullah suatu permasalahan

yang menjadi perhatian peneliti, yaitu :

1. Bagaimana pengupahan karyawan outsourcing di PT. SWAPRO
International?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 terhadap Pengupahan Karyawan Outsourcing di PT. SWAPRO
International?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada dasarnya bertujuan agar peneliti memperoleh
gambaran jelas mengenai perbedaan topik permasalahan yang telah diteliti
sebelumnya dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti sehingga

tidak terjadi pengulangan penelitian kembali.'?

13 Sri Yuliana, “/mplementasi Pengupahan Tenaga Kerja Home Industry Kerupuk Ditinjau dari
Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
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Dalam penelitian sebelumnya, secara spesifik peneliti belum
menemukan permasalahan yang sama dengan permasalahan yang akan diteliti
yaitu mengenai Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 terhadap pengupahan karyawan ouwtsourcing di PT. SWAPRO
International. Namun, ada beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi

acuan peneliti, yaitu :

1. Skripsi Zumrotul Asiah, “Analisis Hukum Islam dan Undang — Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Sistem
Pengupahan Karyawan pada Industri Tahu di Desa Jatisari Kecamatan
Pakisaji Kabupaten Malang™'*

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan
peneliti adalah skripsi ini membahas mengenai sistem pengupahan
karyawan pada Industri Tahu di Desa Jatisari Kabupaten Malang yang
belum memenuhi kriteria penetapan upah dalam hukum islam dan

tidak mengatur mengenai jam lembur karyawan.

2. Skripsi Nafidatur Rohmah dengan judul skripsi *“ Analisis Hukum Islam
dan Perda Kabupaten No. 19 Tahun 2010 tentang Keternagakerjaan

Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja di Unit Usaha Pelanggan

14 Zumrotul Asiah. “Analisis Hukum Islam dan Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan pada Industri Tahu di Desa Jatisari
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang “, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)
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Pengguna Air Minum (HIPPAM) di Desa lajo Lor Kecaamatan
Singgahan Kabupaten Tuban™">

Dalam skripsi ini membahas tentang sistem pengupahan pekerja
di Unit Pelanggan Pengguna Air Minum (HIPPAM) yang
menggunakan sistem persenan dan jumlah nominal upah yang diterima
tidak tetap serta tidak menggunakan sistem yang berlaku sesuai dengan

Perda Kabupaten Tuban tahun 2016.

Dari beberapa skripsi yang telah dipaparkan di atas, terdapat
persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama
membahas tentang sistem pengupahan pekerja. Namun, terdapat perbedaan
permasalahan dengan penelitian ini baik dari segi obyek maupun analisis
yang digunakan. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada surat perjanjian
kerja dan sistem pengupahan di PT. SWAPRO International terhadap

karyawan Outsourcing yang tidak terbuka pada saat akad berlangsung.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana proses

pengupahan karyawan outosurcing di PT. SWAPRO International

15 Nafidatur Rohmah, “Analisis Hukum Islam dan Perda Kabupaten No. 19 Tahun 2010 tentang
Keternagakerjaan Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja di Unit Usaha Pelanggan Pengguna Air
Minum (HIPPAM) di Desa lajo Lor Kecaamatan Singgahan Kabupaten Tuban”, (Skripsi—UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2019)
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2. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana Analisis Hukum
Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Pengupahan
Karyawan Outsourcing di PT. SWAPRO International.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari rumusan masalah serta tujuan masalah diatas, maka adanya
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi
peneliti serta pembaca. Adapun kegunaan penelitian ini jika dilihat dari dua

aspek, yaitu :

1. Secara teoritis
Dari penelitian ini, diharapkan dapat membantu peneliti dan
memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
dibidang muamalah terutama bagi pihak PT. SWAPRO International
mengenai permasalahan upah serta keterbukaan dengan karyawan saat

berlangsungnya akad perjanjian.

2. Secara Praktis
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
serta pemahaman yang lebih jelas bagi pembaca mengenai pengupahan
menurut hukum islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

G. Definisi Operasional
Definisi Operasional adalah penjelasan mengenai bagaimana teknik

atau cara untuk mengukur suatu permasalahan yang akan diteliti. Untuk
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memahami permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya suatu

pendefinisian agar penelitian ini jelas tujuannya dan mudah dipahami.

Adapun judul skripsi yang akan diteliti yaitu tentang Analisis Hukum

Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Pengupahan

Karyawan Outosurcing di PT. SWAPRO International. Agar tidak terjadi

kesalahpahaman mengenai judul skripsi ini, maka peneliti uraikan pengertian

judul skripsi ini sebagai berikut :

1.

Hukum Islam : Keseluruhan aturan — aturan yang merupakan hasil
ijtihad para fuqaha yang bersumber dari dari Al — Qur’an dan Sunnah
yang wajib untuk ditaati oleh seluruh umat muslim. !¢ Dalam penelitian
ini mengfokuskan pada hukum islam tentang akad a/-ijarah (sewa-
menyewa) yang membahas terkait permasalahan upah (ujrah) terhadap
karyawan outsourcing di PT. SWAPRO International.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003: Peraturan yang dikeluarkan
pemerintah yang mengatur tentang tenaga kerja pada saat sebelum
kerja, selama bekerja, hingga sesudah masa bekerja. Dalam penelitian
ini, memfokuskan pada permasalahan upah yang dilakukan oleh PT.
SWAPRO terhadap karyawan yang ditempatkan di perusahaan klien di
Mojokerto

Pengupahan Karyawan Outsourcing: Upah merupakan hak

pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk

16 Barzah Latupono, dkk, Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi (Yogyakarta : Deepublish, 2020),

20
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imbalan atas jasa/pekerjaan yang telah dilakukan dari pemberi kerja
kepada pekerja/buruh, upah pekerja/buruh ditetapkan berdasarkan
perjanjian kerja atau kesepakatan sesuai peraturan perundang —
undangan yang berlaku.!” Sedangkan Outsourcing (alih daya)
merupakan sistem pemborongan pekerjaan dari penyedia jasa tenaga
kerja kepada perusahaan tempat bekerja. Dari pengertian diatas dapat
dikatakan bahwa pengupahan karyawan outosurcing merupakan upah
yang dibayarkan kepada pekerja outsourcing sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini upah yang
dibayarkan kepada karyawan outsourcing PT. SWAPRO yang
penempatannya di Mojokerto tidak sesuai dengan isi perjanjian kerja
serta kurang terbukanya PT. SWAPRO kepada karyawan tentang
permasalahan upah.

4. PT.SWAPRO International : merupakan perusahaan outsourcing yang
bergerak dibidang bisnis dan jasa, dimana perusahaan menyediakan
Sumber Daya Manusia (SDM) berupa tenaga kerja kontrak. PT.
SWAPRO International bekerjasama dengan perusahaan — perusahaan
relasinya yang mana PT. SWAPRO bertindak sebagai vendor yang

menyediakan tenaga kerja berupa jasa untuk kliennya.

17 Dalinama Telaumbanua, Hukum Ketenagakerjaan (Y ogyakarta : Deepublish, 2019), 25
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H. Metode Penelitian
Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti
dalam melakukan penelitian ini yang menggunakan beberapa metode sebagai

berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dan data yang
diperoleh adalah data yang benar — benar terjadi di lapangan dimana
permasalahan tersebut berada, termasuk mengenai proses pengupahan
karyawan outsourcing di PT. SWAPRO International. Sedangkan
pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata kata baik lisan maupun

tertulis.

2. Objek Penelitian
Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengupahan
yang diterapkan oleh PT. SWAPRO International sebagai perusahaan
alihdaya/outsourcing yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan

yang menjadi kliennya.

3. Data yang dikumpulkan
Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer

maupun sekunder yang dianggap perlu untuk menjawab pertanyaan
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pada rumusan masalah. Secara garis besar data yang dimaksud adalah

sebagai berikut :

a. Data tentang perjanjian kerja antara pihak PT. SWAPRO
International dengan karyawan, kemudian

b. Data tentang proses pemberian upah oleh PT. SWAPRO
International kepada karyawan

c. Data tentang pandangan karyawan tentang permasalahan upah
yang terjadi PT. SWAPRO International

4. Sumber Data
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi
sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer, data yang diperoleh peneliti secara
langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, maupun
laporan dalam bentuk dokumen yang belum resmi kemudian
diolah kembali oleh peneliti.!® Dalam penelitian ini terdapat
keterbatasan penulis untuk melakukan wawancara karena hanya
3 (tiga) orang yang dipilih oleh PT. SWAPRO sebagai

narasumber, antara lain:

1. Timotius Wardoyo (37 tahun) selaku koordinator PT.

SWAPRO International wilayah Jawa Timur

18 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 106
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2. Fadel Ahmad Kwarismy (24 tahun) selaku PIC (Personal In
Charge) Kabupaten Mojokerto

3. Rahmad Firdaus Handri Wijaya (26 tahun) selaku karyawan
outsourcing yang ditempatkan di perusahaan klien di

Mojokerto dan ditunjuk oleh PT. SWAPRO.

b. Sumber data sekunder, data yang diperoleh peneliti baik berupa
teks, tulisan yang bersumber dari dokumen/akta, surat
perjanjian maupun dari kepustakaan yang berhubungan dengan
objek yang akan diteliti.!” Dalam penelitian ini, data yang

diperoleh adalah sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

2) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah;13, Bandung : PT. Alma’rif,
1987

3) Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid

IV Beirut : Dar al-Fikr, 1984.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian
merupakan suatu metode atau cara yang dilakukan peneliti sebagai

upaya untuk memperoleh dan mengumpulkan data.? Untuk

19 Ibid., 106
20 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Kencana Group, 2016)., 75
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memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan beberapa

metode pengumpulan data, yaitu :

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan
cara pertemuan tatap muka secara langsung dengan narasumber
untuk memperoleh informasi — informasi di lapangan yang
berhubungan dengan objek penelitian.?! Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung maupun tidak
langsung dengan narasumber. Dalam hal ini, penulis melakukan
wawancara tidak langsung dengan pihak PT. SWAPRO yaitu
Timotius Wardoyo selaku koordinator PT. SWAPRO wilayah Jawa
Timur dan Fadel Ahmad selaku PIC Kabupaten Mojokerto sebagai
perwakilan PT. SWAPRO pusat. Selain itu, wawancara juga
dilakukan dengan Rahmad Firdaus selaku karyawan outsourcing
yang ditempatkan di perusahaan klien di Mojokerto sekaligus

ditunjuk oleh PT. SWAPRO sebagai narasumber.

. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang
menggunakan data dokumen. Data tersebut meliputi catatan
peristiwa — peristiwa, bisa berbentuk gambar, tulisan, dan karya

lainnya.?> Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data yang ada

2 bid., 82

22 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : Alfabeta, 2018)., 329
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di lapangan terkait pengupahan karyawan outsourcing di PT.

SWAPRO antara lain:

1) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
2) Slip pembayaran gaji karyawan outsourcing

3) Dokumentasi pada saat wawancara dengan narasumber.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu metode yang digunakan penulis
untuk menganalisis data yang diperoleh pada saat penelitian agar
mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode
analisis deskriptif, yaitu proses analisis data yang bertujuan untuk
memberikan pengambaran — gambaran dan karakteristik dari data yang
diperoleh pada saat penelitian.?®> Dalam hal ini berkaitan dengan fakta-
fakta mengenai sistem kontrak kerja antara karyawan outsourcing dan
pihak PT. SWAPRO dan sistem pengupahan yang dilakukan PT.

SWAPRO terhadap karyawan outsourcing.

Kemudian untuk menganalisis data penulis juga menggunakan
pola pikir induktif, yaitu proses analisis data berdasarkan fakta-fakta
yang berkaitan dengan pengupahan karyawan outsourcingyang bersifat
khusus kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang bersifat
umum. Dalam hal ini penulis menggunakan teori a/-jjarah dalam hukum

islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai rujukan

2 Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis (Jakarta : Rajawali Press, 2017), 76
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untuk menganalisis data yang telah diperoleh tekait sistem pengupahan
yang terjadi antara pihak PT. SWAPRO International dengan karyawan

outsourcing.

Sistematika Pembahasan
Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan tujuan untuk
mempermudah mengenai pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis

membagi menjadi lima sub bab pembahasan, antara lain :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang
latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu bab pembahasan yang membahas mengenai
kerangka teori tentang konsep perjanjian kerja dan pengupahan dari segi
hukum islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Di dalam kerangka teori ini akan mencakup mengenai
pengertian perjanjian kerja (al-ijarah ), konsep upah menurut hukum islam,
dasar hukum upah (al-ijarah ), syarat dan rukun al/-ijarah , macam-macam
upah, Batal dan berakhirnya akad Ijarah, serta menjelaskan mengenai isi

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bab ketiga, memberikan gambaran umum mengenai profil dari PT.

SWAPRO Internatioal, kontrak perjanjian kerja yang digunakan antara PT.
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SWAPRO International dengan karyawan outsourcing, dan pengupahan yang

dilakukan oleh PT. SWAPRO International.

Bab keempat mencakup mengenai analisis sistem pengupahan
karyawan Outsourcing PT. SWAPRO International dan analisis hukum islam
dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap pengupahan karyawan

outsourcing di PT. SWAPRO International.

Bab kelima adalah bagian penutup yang memuat hasil akhir penelitian
tentang kesimpulan jawaban dari permasalahan penelitian dengan

memberikan saran-saran, serta lampiran-lampiran pendukung.



BABII

KONSEP PERJANJIAN KERJA DAN PENGUPAHAN MENURUT HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAAN

A. Konsep Perjanjian Kerja dan Pengupahan Menurut Hukum Islam
1. Perjanjian Kerja dalam Hukum Islam

Secara umum, perjanjian kerja sering disebut dengan perjanjian
untuk melakukan suatu pekerjaan atau secara istilah yaitu “Perburuhan”.
Perjanjian kerja sendiri merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua
pihak atau lebih dimana satu pihak mengikatkan diri dan bertindak
memberikan pekerjaan, kemudian pihak lainnya mengikatkan diri dan
bertindak untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kedua
pihak. Suatu perjanjian yang telah disepakati kedua pihak, maka berlaku
hak dan kewajiban bagi keduanya. Pihak pemberi pekerjaan (perusahaan)
berhak untuk menerima manfaat dari hasil pekerjaan yang dilakukan
pekerja/buruh, selain itu perusahaan juga berkewajiban untuk
memberikan upah kepada pihak yang melakukan pekerjaan (karyawan).
Sedangkan pekerja juga berhak untuk memperoleh upah atas kerja yang
dilakukan, akan tetapi pekerja juga berkewajiban melaksanakan pekerjaan
yang telah dibebankan kepadanya sesuai kesepakatan kerja dengan sebaik

mungkin.!

! Suhrawardi K. Lubis. Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 151

22
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Dalam hukum islam, Perjanjian Kerja termasuk dalam perjanjian
sewa-menyewa atau lebih tepatnya disebut al-ijjarah ‘ala al-a’mal. Al-
fjarah ‘ala al-a’mal merupakan perjanjian sewa-menyewa tenaga manusia
untuk melakukan suatu pekerjaan. Pada saat perjanjian kerja berlangsung,
kedua pihak harus saling rela tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak
manapun. Hal tersebut dibuktikan dalam bentuk keridhaan kedua pihak
atas keputusan yang diambil pada saat ijab-gabul. Adapun pihak — pihak
yang terlibat dalam perjanjian kerja yaitu pihak pemberi kerja (musta jir)
dan pihak penerima (mu’ajir). Suatu perjanjian kerja akan dianggap sah

jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:?

a. Pekerjaan yang dijanjikan harus pekerjaan yang halal menurut
ketentuan hukum islam dan berguna untuk masyarakat

b. Upah yang dibayarkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang
dilakukan harus jelas.

c. Manfaat yang diperoleh dalam pekerjaan tersebut harus diketahui
dengan jelas.

Dengan sah nya perjanjian kerja, maka akan timbul hubungan
kerja antara perusahaan (pemberi kerja) dengan pekerja/karyawan
(penerima kerja) berdasarkan syarat yang telah terpenuhi. Selain itu,
terdapat unsur perjanjian kerja yang meliputi pekerjaan, perintah, serta

upah yang didapatkan. Maka perjanjian akan bersifat mengikat bagi

2 Ibid. 152
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perusahaan maupun pekerja/karyawan. Perjanjian sewa-menyewa atau a/-
jjarah berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu “al-ajru’ yang artinya
“al-iwadh’ yaitu ganti atau upah. Secara istilah, a/-ijarah merupakan
salah satu aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena manusia lain
tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup kecuali melalui sewa-

menyewa atau upah-mengipah terlebih dahulu.’

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Figh Sunnah
menyatakan bahwa al-jjarah secara syara’ adalah jenis akad dengan
tujuan untuk mengambil manfaat suatu barang atau jasa dengan jalan
penggantian. Pengambilan manfaat dalam akad al-fjarah dapat berupa
manfaat suatu barang seperti rumah tinggal untuk ditempati, dapat juga
berbentuk karya seperti karya sorang insinyur, penjahit dan pekerja
bangunan. Selain itu, manfaat a/-jjarah dapat berbentuk pekerjaan
pribadi yang menggunakan tenaga seseorang atau yang biasa disebut

pekerja. 4

Adapun pendapat beberapa ulama tentang a/-fjarah yang dikutip

dari buku Figih Mu’amalah karya Saiful Jazil, antara lain :

a. Menurut Syech Al-Imam Abi Yahya Zakari Al-Anshori dalam kitab

Fath Al-Wahab, mendefinisikan a/-jjarah berarti memiliki atau

3 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 115
4 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 : Diterjemahkan oleh H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung : Al-
Ma’arif, 1987)., 7
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mengambil manfaat atas suatu barang dengan pengambil atau
imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan

b. Menurut Imam Taqiyyudin yang mendefinisikan bahwa a/-ijarah
merupakan suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan
tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab
ada penggantian yang jelas.’

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
al-ijjarah merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk mengambil
manfaat atas suatu benda/jasa dengan membayar uang sewa atau upah
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Manfaat yang
dimaksud dalam konsep a/-jjarah mencakup tentang imbalan atas
manfaat suatu benda ataupun upah (ujrah) atas suatu pekerjaan/jasa yang
telah dilakukan. A/-jjarah termasuk salah satu bentuk kegiatan
bermuamalah yang melibatkan dua pihak, orang yang menyewakan
nantinya memberikan barang atau suatu pekerjaan yang dapat
dimanfaatkan penyewa untuk diambil manfaatnya sesuai dengan
ketentuan syara’ tanpa diakhiri dengan kepemilikan benda/obyek sewa.
Jadi, al-ijarah  dapat dikatakan sebagai transaksi atau perjanjian
pengambilan manfaat atas suatu benda atau jasa dengan membayar uang
sewa atau upah yang telah disepakati kedua pihak dan sesuai dengan

ketentuan syara’.

5 Saiful Jazil, Figih Mu’amalah (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 130
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2. Upah Menurut Hukum Islam

Upah memiliki arti imbalan yang diberikan oleh
majikan/perusahaan kepada buruh/pekerja atas pekerjaan yang telah
dilakukan. Dalam figh muamalah, a/-jjarah memiliki dua arti, yaitu sewa-
menyewa dan upah (ujrah). Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah,
menurut kitab Figh Sunnah karya Sayyid Sabiq menyatakan bahwa al/-
ijarah diambil dari kata “ajrun’ yang artinya pergantian atau upah. Upah
merupakan bagian terpenting dari akad al-fjarah , karena mencakup
tentang pemberian imbalan/kompensasi atas manfaat yang telah diambil

baik itu benda maupun jasa.b

Upah/ujrah merupakan suatu hal yang wajib diberikan sebagai
bentuk kompensasi atas manfaat yang sudah didapat. Upah dapat
diartikan sebagai bentuk pembalasan atas jasa yang telah diberikan
sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Penghasilan
upah yang diperoleh pekerja harus sesuai dengan kesepakatan awal
perjanjian dan upah yang diperoleh pekerja jumlahnya harus sesuai
dengan jangka waktu pekerjaan. Pemberian upah kepada buruh/karyawan

harus sesuai dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.’

Dalam penentuan upah bagi pekerja memang tidak disyariatkan

secara rindi dalam ketentuan syara’ baik Al-Qur’an maupun Sunnah.

¢ Sayyid Sabiq, Figh Sunnah (Beirut : Dar al-Kitab al-‘ Arabiy, 1971), Jilid IIL., 178
" Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2015), 198
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Menurut Wahbah Az-Zuhaili syarat penetapan ujrah ada dua macam,

yaitu :

a. Upah hendaknya berupa harta yang bernilai dan diketahui
Syarat ini telah ditetapkan berdasarkan hadist nabi, yaitu
Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa mempekerjakan pekerja
maka hendaklah ia memberi tahu upahnya’. Dalam hal ini upah
yang diberikan harus jelas baik itu jumlah maupun waktu

diberikannya upah.

b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan obyek akad
(Ma’uqud alaih).®
Namun secara keseluruhan penetapan upah dapat dibagi menjadi

empat penetapan, yaitu :

a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai
Upah yang dibayarkan harus dijelaskan jumlah nominalnya

dengan jelas pada saat awal perjanjian.’

b. Pembayaran upah tepat waktu
Pembayaran upah sebaiknya dilakukan tepat waktu atau
langsung disegerakan pada saat pekerja telah menyelesaikan

pekerjaannya. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Rasulullah

8 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam: Wa Adillatuhu jilid V., Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani
(Jakarta : Gema Insani, 2011) 390
% Didin Hafiduddin, Sistem Penggajian Islam (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008) 29
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SAW dimana upah harus dibayarkan kepada pekerja sebelum

keringatnya kering.'?

Memberikan upah yang adil
Upah yang dibayarkan harus ditetapkan secara adil dan
tepat tanpa ada pengecualian. Terkait keadilan dalam masalah

pengupahan terdapat dua bagian, yaitu:

1) Adil bermakna jelas dan transparan
Upah yang diberikan harus transparan dan harus
dijelaskan mengenai besaran jumlah upah serta bagaimana
mekanisme pembayaran upah tersebut agar tidak terdapat

kesalahpahaman dikemudian hari.

2) Adil bermakna proposional
Ketentuan upah selain transparan, harus proposional
atau sesuai dengan pekerjaan yang dibayarkan. Dalam hal ini

disesuaikan dengan beratnya pekerjaan.!!

Memberikan upah yang layak

Ketentuan pemberian upah pekerja harus memenuhi
kelayakan yang dilihat dari besaran upah yang diberikan. Dalam
hal ini kelayakan upah dilihat dari segi kehidupan, yaitu layak

dalam hal sandang, pangan, dan papan. Upah yang dibayarkan juga

10 Ibid. 32
' Ibid. 35
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harus layak sesuai dengan pasaran, artinya pemberian upah harus
sesuai dengan standar minimum upah sesuai dengan peraturan

yang berlaku.'?

3. Dasar Hukum Upah (A/-Jjarah)

Al-ijarah termasuk dalam akad sewa-menyewa (al-ijarah) atau
upah-mengupah (ujrah) yang telah disyariatkan dalam Islam. Dasar
hukum yang ditetapkan para ulama adalah diperbolehlan melaksanakan
akad al-ijarah namun harus sesuai dengan ketentuan syara’ yang
berdasarkan Al-Qur’an,Sunnah, dan [jma’. Ada beberapa ayat Al-Qur’an
dan hadist Nabi yang mensyariatkan tentang dibolehkannya akad a/-

jjarah , diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Landasan Al — Qur’an

1) Firman Allah QS. Al — Bagarah ayat 233 :

SEING Z&L@J\r., O 3031 52 e i AN G 205
ﬂ;w*%,\;’v Gy V) Vf&:w,;&dud@.g;,@,
‘ijus \:Wua\}’&;\}\ma} \J\ \du JxS} u‘)bj\ JG) °'\\)’ %}jjﬂ
Gale s K éu;.%efsv}\ B A ol e Cu)u
1 '}.\:._-s\.u«b\ d\ \,.u,w \).‘ub J)}aﬂ\a
Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya
selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan

penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian
mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani,

12 Rusdian Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam (Bandar Lampung : Arjasa
Pratama), 30
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kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu
dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya
dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu
pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya,
tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan
anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu
memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan.!3

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat diatas menjelaskan
bahwa ketika orang tua mempercayakan orang lain untuk
menyusui anaknya, hendaklah ia memberikan upah yang layak
kepada orang yang dipercayakan untuk menyusui anaknya.
Ayat ini juga menjelaskan bahwa kehadiran anak jangan sampai
membawa kemudharatan bagi kedua orang tuanya, misalkan
jika seorang ibu tidak kuasa untuk menyusui anaknya karena
faktor kesehatan atau lainnya, maka hendaknya orangtua
mencari solusi dengan cara menyusukan anaknya kepada orang

lain dengan membayar sejumlah upah (uang) sebagai imbalan

atas jasa tersebut.'

2) QS. Al Qasash ayat 26 :

H
>

SV bsdll Eoa il p s Bt ool Lads) &6

Artinya : Salah seorang dari dua wanita itu berkata:
“Wahai Ayahku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu

13 Departemen Agama R, A/ — Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2015), 48
14 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1
(Jakarta: Gema Insani, 1999), 388
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ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat

dipercaya”.!

Berdasarkan QS. Al-Qhasas diatas, dapat dijelaskan
bahwa ayat tersebut menceritakan kisah Nabi Musa AS yang
dijadikan sebagai seorang pekerja untuk mengurus ternak dan
mendapatkan upah dari jasa tersebut. Pada ayat diatas juga
dapat dipahami bahwa orang yang kita sewa jasanya atau orang
yang berperan sebagai pekerja hendaknya orang yang mahir
dalam bidangnya serta orang yang berakhlak baik dan dapat
dipercaya. Dibolehkannya pengupahan atau mempekerjakan
orang bukan hanya terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW
saja namun juga diprektekan oleh Nabi Musa AS pada

masanya.'¢

b. As Sunnah

1)

2)

Diriwayatkan oleh Abu Ya’la, Ibnu Majah, ath-Thabrani dan

At-Tirmizi, bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda :
A Gad OF 45 b ke
Artinya : “Berikanlah olehmu upah orang sewaan

sebelum keringatnya kering (HR Abu Ya’la, Ibnu Majah, ath-
Thabrani, dan at-Tirmizi)”!’

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa

Nabi SAW bersabda :

1S Tbid., 546

16 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan-Pesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: Lentera

Hati, 2002), 330-334

17 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 : Diterjemahkan oleh H. Kamaluddin A. Marzuki., 10
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RS g-tx;‘. 4y Lels Ao 3

Artinya : “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah
olehmu upah-upah kepada tukang bekam itu.”

Berdasarkan kedua hadist diatas, dapat disimpulkan
bahwa pengupahan dibolehkan dalam Islam. Dalam hadist
pertama menjelaskan tentang anjuran untuk memberikan upah
kepada pekerja pada saat selesai pekerjaannya dan sebelum
kering keringatnya. Kewajiban untuk memberikan upah adalah
setelah pekerjaannya selesai, jika pada saat pekerjaannya
selesai namun tidak diberikan upah maka orang yang
mempekerjakan berstatus hutang kepada pekerja. Berbeda
halnya jika pekerjaannya belum selesai, maka orang yang
mempekerjakan belum wajib untuk membayar upah dan upah
tersebut belum berstatus hutang. Sementara itu, dalam hadist
kedua menjelaskan tentang dibolehkannya pengupahan karena
Rasulullah pernah mengupahi orang untuk membekam
kemudian memberikan upah sebagai imbalan atas jasa kepada

tukang bekam.

Ijma’ para ulama

Pada akad sewa-menyewa (a/-jjarah) yang menjadi landasan

[jma’ para ulama adalah kaidah-kaidah figh yang mensyariatkan
bahwa hukum asal dalam semua bentuk kegiatan muamalah adalah

boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tujuan



33

disyariatkannya Ijarah adalah untuk memberikan keringanan
kepada umat islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila
tujuan dari akad sewa-menyewa ini untuk kemaslahatan umat,
maka tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan sewa-menyewa

(al-ijarah).'®

Berdasarkan landasan syara’ mengenai disyariatkannya akad
sewa-menyewa ini, maka semua umat bersepakat bahwa tidak ada
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (7jma’) ini, sekalipun
ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi
hal itu tidak dianggap. Jadi ditegaskan bahwa hukum sewa-menyewa
(al-ijarah ) atau upah-mengupah (ujrah) boleh dilakukan asal kegiatan
tersebut sesuai dengan ketentuan syara’dan dengan tujuan untuk

kemaslahatan umat.!®

4. Rukun dan Syarat A/-Jjarah
Rukun dan syarat merupakan dua hal yang sangat berkaitan
karena keduanya harus ada didalam sebuah transaksi maupun perjanjian.
Namun, antara rukun dan syarat keduanya memiliki perbedaan
meskipun saking berkaitan. Jika di dalam transaksi atau perjanjian rukun
dan syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak dapat

dikatakan sah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun a/-ijarah terdiri dari

18 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta : Kencana, 2006), 131
19 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Penerjemah : H. Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah 13,11
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ijab-gabul, isti’jar, iktira’, ikra’** Sedangkan menurut jumhur ulama,

rukun a/-ijarah ada empat, yaitu :

Pertama, Sighat (Ijab dan Qabul), yaitu harus ada kesepakatan
ijab dan gabul dengan syarat-syarat yaitu kedua belah pihak harus
memahami transaksi a/-ijjarah dengan baik dan transaksi a/-ijarah harus
dilakukan secara jelas serta adanya kesesuaian antara ucapan penyewa

dan jawaban dari pihak yang menyewakan.?!

Kedua, Al-‘agidayn (Orang yang berakad), terdiri dari penyewa
(mu’ajir) dan orang yang menyewakan (musta’jir) dimana masing-

masing pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan atau mampu
mengatur harta benda, baligh, berakal sehat. Menurut ulama
Hanafiyah mensyaratkan bahwa orang yang berakad harus berakal
sehat. Sedangkan, menurut Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah
mensyaratkan bahwa orang yang berakad harus mukalaf, yaitu
baligh dan berakal sehat, serta akad sewa tidak sah apabila

dilakukan anak kecil dan orang gila.

20 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Jilid 5 Wa Adillatuhu ; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani .,
388

2! Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Kontemporer (Jakarta : Kencana, 2019), 121



35

b. Kedua pihak yang berakad harus menyatakan saling suka rela tidak
boleh ada unsur paksaan serta memiliki kekuasaan untuk
melangsungkan akad misalnya mampu membayar uang sewa/ Ujrah.

c. Kedua pihak yang berakad saling mengetahui tentang manfaat
barang yang disewakan dan untuk apa barang tersebut disewakan.?
Ketiga, Mauqud ‘alaih (obyek sewa). Obyek sewa dapat berupa

benda, manfaat, pekerjaan. Manfaat yang menjadi obyek a/-ijarah harus
jelas dan diketahui agar nantinya tidak menimbulkan perselisihan. Dalam
hal kejelasan dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara
transparan tentang kualitas manfaat obyek sewa, menjelaskan jenis
manfaat mengenai obyek sewa, dan jangka waktu obyek sewa berada di
tangan penyewa. Apabila obyek a/-ijarah berupa barang, maka harus dapat
dimanfaatkan dan diserah-terimakan secara langsung, serta tidak
mengalami kecacatan yang dapat menghalangi fungsinya sebagai obyek
sewa. Para ulama menyatakan bahwa dilarang menyewakan sesuatu yang
tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Obyek al-ijarah tidak
boleh sesuatu  yang bertentangan dengan hukum syara’, seperti

menyewakan seseorang untuk membunuh orang lain.??

Keempat, Ujrah (upah). Ujrah dalam akad al-ijarah disyaratkan

harus dinyatakan dengan jelas dan berupa mal mutagawwim, yaitu

22 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 232-233
2 Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002),

184-185
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harta yang halal untuk dimanfaatkan. Upah/sewa harus memiliki sifat
dan mempunyai nilai manfaat, selain itu upah harus berbeda dengan

manfaat obyek yang disewa.?*

Apabila obyek al-ijjarah  berupa suatu pekerjaan atas

karyawan/pekerja/buruh, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama, pekerjaan yang menjadi obyek al-ijarah harus jelas
batas waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya. Sebagai contoh
ketika mempekerjakan seseorang untuk menjaga rumah dalam waktu
satu tahun, dalam hal ini jelas disebutkan batas waktu pekerjaan. Selain
waktu, jenis pekerjaan juga harus jelas apa pekerjaannya, misalkan
mempekerjakan seseorang untuk menjahit baju, akan tetapi dalam hal

ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya.?

Kedua, pekerjaan yang menjadi obyek al-ijarah  bukan
merupakan pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban musta’jir
(pekerja) sebelum akad al-fjarah  berlangsung. Sebagai contoh

kewajiban untuk membayar pinjaman/hutang dan sebagainya.?®

5. Macam — macam upah (Ujrah)

Dalam islam, ketentuan besaran upah ditetapkan atas dasar

kesepakatan kedua belah pihak yaitu mu’ajir (pekerja) dan mustajir

(majikan/perusahaan). Tentunya besaran upah yang dibayarkan harus

24 Helmi Karim, Figh Muamalah (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 36
25 Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 185

%6 Ibid., 186
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sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, besaran upah baik
nominal maupun syarat ketentuan harus dengan kesepakatan kedua pihak.

Upah pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Upah yang sepadan (ajrun mistli)
Ajrun mitsli yaitu upah yang dibayarkan harus sepadan
dengan kinerja pada saat bekerja dan sepadan dengan profesi
pekerjaannya jika pada saat akad berlangsung sudah menyebutkan

manfaat/jasa pekerjaannya.?’

b. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma)
Ajrun musamma merupakan upah yang telah disebutkan
pada saat awal terjadi kesepakatan kontrak dengan syarat adanya

kerelaan kedua pihak tanpa ada paksaan.?

Berdasarkan obyek al-ijarah , para ulama membagi al-ijarah
menjadi dua macam, yaitu al-ijjarah yang bersifat manfaat dan a/-jjarah
yang bersifat pekerjaan (jasa). Kedua bentuk a/-jjarah menurut para

ulama dibolehkan dengan syarat jenis pekerjaan tersebut jelas.

a. Al-jjarah manfaat (al-ijarah ala al-manta’ah)
Al-ijarah  manfaat merupakan sewa-menyewa dengan
obyek al-ijarah berupa manfaat atas suatu benda, seperti sewa-

menyewa rumah, pertokoan, pakaian, dan kendaraan. Para ulama

27 Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro Islam (Jakarta : Kencana, 2008)., 231
28 Ibid., 233
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figh bersepakat apabila manfaat a/-jjarah adalah manfaat yang
sesuai dengan hukum syara’, maka manfaat tersebut diperbolehkan

menjadi obyek sewa-menyewa.?’

b. Al-ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a’mal)

Al-ijarah bersifat pekerjaan termasuk dalam akad sewa-
menyewa yang obyek sewa nya adalah suatu pekerjaan/jasa. Dalam
hal ini berkaitan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk
melakukan suatu pekerjaan. A/-jjarah seperti ini dibolehkan jika
jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh pabrik, tukang bangunan,
tukang jahit dan buruh tani. Mu’ajir merupakan pekerja yang
mempunyai keahlian, tenaga maupun jasa, musta jir adalah orang
yang membutuhkan keahlian, tenaga, jasa dengan imbalan tertentu.
Mausta jir memperoleh tenaga/jasa dari mu’ajir sedangkan mu’ajir

nantinya memperoleh upah atas tenaga/jasa yang dilakukan.°

Selain dari segi obyeknya, adapula pembagian al-ijarah

menurut Mazhab Syafi’i yaitu sebagai berikut:

a. Al-Ijarah ‘ain,yaitu al-ijarah atas penyewaan benda dengan tujuan
untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa adanya
pemindahan kepemilikan barang. Ada dua syarat yang harus

dipenuhi, antara lain: barang yang disewakan sudah disebutkan

2 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut : Dar al-Fikr, 1984), V/759
30 Haroen Nasroen, Figh Muamalah, 236-237
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pada saat terjadinya akad dan barang yang disewakan harus
disaksikan oleh kedua pihak yang berakad atau sebelum akad
berlangsung dengan syarat barang tersebut tidak cacat dan tidak
berubah.3!

b. Al-jjarah dzimmah, merupakan bentuk al-ijjarah atas jasa atau
tenaga manusia atau dengan kata lain disebut upah-mengupah.
Akad al-ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari sesorang
dengan imbalan upah atas jasa/pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Kedua pihak yang terikat dalam perjanjian harus memenuhi
prestasi atau dalam konteks a/-jjarah berupa memberikan sesuatu dan
berbuat sesuatu, misalnya menyerahkan barang sewa atau membayar
uang sewa, melakukan pemeliharaan barang yang disewakan agar dapat
dimanfaatkan. Serta tidak berbuat sesuatu, artinya bahwa penyewa
dilarang untuk menggunakan barang yang disewa diluar ketentuan
kesepakatan, sedangkan bagi orang yang menyewakan dilarang
mengubah bentuk atau wujud barang yang disewa selama masa sewa
belum berakhir. Jika terjadi wanprestasi dari masing-masing pihak,
maka dapat menyebabkan batalnya perjanjian dan menimbulkan
kerugian bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, dapat pula batalnya

perjanjian sekaligus adanya tuntutan ganti rugi dari salah satu pihak.?

31 Tim Kajian Ilmiah Ahla_Suffah 103, Kamus Figh (Kediri : Lirboyo Press, 2013), 302

32 Ibid., 303

33 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia : Konsep, Regulasi, dan
Implementasi (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), 75
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6. Berakhirnya Akad A/-ljarah

Para ulama figh bersepakat bahwa akad sewa-menyewa (a/-ijarah)

akan berakhir dengan beberapa sebab, yaitu:

a.

Al-ijarah akan berakhir jika obyek musnah atau hilang, seperti
contoh rumah yang terbakar, barang yang menjadi obyek sewa
hilang.

Salah satu pihak yang berakad wafat, dalam hal ini ulama
Hanafiyah menyebutkan bahwa a/-jjarah tidak dapat diwariskan.
Jadi apabila salah satu pihak meninggal dunia maka akad a/-jjarah
telah berakhir. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa
manfaat akad al-jjarah dapat diwariskan sama seperti jual beli
karena sama-sama mengikat kedua belah pihak.

Akad al-jjarah akan berakhir dengan sendirinya apabila tenggang
waktu yang telah disepakati berakhir. Seluruh ulama figh
bersepakat jika yang disewakan berupa rumah, maka rumah
tersebut harus dikembalikan setelah masa sewa berakhir. Jika yang
disewakan berupa jasa seseorang, maka orang itu berhak menerima
upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Akad al-ijarah akan berakhir karena adanya uzur dari salah satu
pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah, uzur yang membuat
batalnya akad seperti salah satu pihak berpindah tempat tinggal.

Namun, menurut sebagian ulama al-ijjarah menjadi batal jika
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manfaat yang menjadi obyek sewa hilang seperti kebakaran,

bencana banjir, serta obyek sewa mengalami cacat atau rusak.>*

B. Konsep Pengupahan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
merupakan undang-undang yang mengatur tentang sistem ketenagakerjaan
yang mencakup perjanjian kerja, hubungan kerja, hak dan kewajiban
pengusaha dan buruh, ketentuan upah, hingga perselisihan hubungan kerja
yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara karyawan
dan perusahaan. Pada pasal 1 ayat (14) dijelaskan bahwa perjanjian kerja
adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat syarat-syarat kerja, hak, kewajiban para pihak. Kemudian pada
ayat(15) juga dijelaskan bahwa hubungan kerja merupakan hubungan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.3?

Kewajiban pokok pengusaha dalam hubungan kerja yaitu memenuhi
hak dari karyawan terutama dalam pembayaran upah. Menurut pasal 1 ayat
(30) UU No. 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa upah merupakan hak
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan

34 Helmi Karim, Figh Muamalah, 37
% Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan. Ketentuan upah yang diatur pada bagian pengupahan pasal 88

antara lain :

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang
layak bagi kemanudiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
pemerintah menetapkan kebijakan yang melindungi pekerja/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. Upah minimum;

b. Upah kerja lembur;

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar
pekerjaannya;

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f.  Bentuk dan cara pembayaran upah;

g. Denda dan potongan upah;

h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

i.  Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j. Upah untuk pembayaran pesangon;dan

k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
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Berdasarkan kebijakan pemerintah mengenai perlindungan upah
yang menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak yang
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Maka pada pasal

89 mengatur tentang ketentuan upah minimum meliputi:

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf a
terdiri atas :
a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau
kabupaten/kota.
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada
pencapaian kebutuhan hidup layak
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh
Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan
Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan pembayaran upah minimum ditujukan untuk tercapainya
kehidupan yang layak bagi pekerja, sehingga pengusaha harus
memperhatikan larangan serta pelanggaran apa saja yang ada dalam

ketentuan upah yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003.

a. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum

yang ditetapkan menurut UU No. 13 Tahun 2003 pasal 90 ayat (1):
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“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam padal 89”.

Penangguhan pembayaran upah bagi pengusaha yang tidak mampu
membayar upah kepada karyawan yang diatur dalam pasal 90 ayat (2):
“Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 89 dapat melakukan penangguhan pembayaran
upah”.

Ketentuan tentang pelanggaran dan denda bagi pekerja maupun
perusahaan yang lalai diatur dalam pasal 95 ayat (1): “Pelanggaran yang
dilakukan pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat
dikenakan denda”. Dan pasal 95 ayat (2): “Pengusaha yang karena
kesenganaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlembatan
pembayaran upah, maka dikenakan denda sesuai dengan presentase

tertentu dari upah pekerja/buruh”.3

36 Ibid.,



BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PENERAPAN PENGUPAHAN YANG
DILAKUKAN PT. SWAPRO INTERNATIONAL TERHADAP KARYAWAN

OUTSOURCING

A. Profil PT. SWAPRO International
1. Sejarah Perusahaan

Berawal dari hal yang sederhana, SWATAMA Group merupakan
perusahaan yang melayani grup perusahaan kliennya dalam penyediaan
Sumber Daya Manusia (SDM) sejak tahun 2008. Pertama kali berdiri
perusahaan ini bernama PT. SWATAMA Profesional Service yang
beralamat di JI. Rawa Bambu Raya No. 14F Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Tidak lama kemudian PT. SWATAMA berganti nama menjadi PT.
SWAPRO International dan beralamat di Jalan Raya Tanjung Barat No.

129 Jagakarsa Jakarta Selatan.!

Hingga kini PT. SWAPRO International telah berdiri menjadi
sebuah entitas mandiri yang melebarkan sayap ke layanan terintegrasi
dalam dunia telemarketing dan call center. Mulai dari penyediaan
perangkat, teknologi, manajemen pelanggan hingga petugasnya. Tidak
membutuhkan waktu yang lama untuk PT. SWAPRO International
berkembang dan merambah di bidang alihdaya berkat etos kerja, prinsip

layanan dan solusi prima. Sehingga setiap kontrak berjalan dan fungsi

IPT. SWAPRO International, Company Profile., 5

45
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alihdaya terbukti efektif dan efisien bagi perusahaan kliennya. Saat ini, PT.
SWAPRO Internasional telah berada di jalur utama pada industri alihdaya

dan layanan rekrutmen dengan puluhan klien dan ribuan tenaga kerja.?

Seiring dengan berkembangnya pengalaman serta kurva
pembelajaran. PT. SWAPRO International mulai bergeser dari sebuah
perusahaan yang menyediakan tenaga kerja kontrak menjadi mitra bisnis
terpercaya dan solusi bisnis yang senantiasa menjaga fokus perusahaan
dalam peningkatan va/uebagi perusahaan klien. Prinsip dari PT. SWAPRO
International yang di tekankan pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang
ditempatkan di perusahaan — perusahan klien merupakan suatu peningkatan
pengalaman pelanggan, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan

produktivitas dan koordinasi.?

PT. SWAPRO International adalah perusahaan outsourcing dengan
jaringan layanan yang luas dengan perwakilan di 10 (Sepuluh) kota besar
di Indonesia, antara lain Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung,
Medan, Lampung, Jambi, Palembang Makassar, dan Banjarmasin . Dengan
adanya jaringan layanan yang tersebar di beberapa kota, perusahaan akan

lebih mudah menjangkau dan menjadi bagian dari perluasan bisnis klien.*

2 http://swapro.co.id/about-us/ diakses pada tanggal 08 Juni 2021

3 bid.,

4 Swapro.co.id/our-services/ diakses pada tanggal 08 Juni 2021 pukul 22:00
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2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Perusahaan Outsourcing  Terdepan dengan

Mengembangkan Budaya Kerja yang Profesional, Efektif, dan Inovatif.
Misi

Menjadi Penyedia Jasa Outsourcing yang Dapat Mendukung

Perkembangan Bisnis Klien.’

. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran umum mengenai sistem
penugasan, hubungan pelaporan dan kewenangan dalam seuatu pekerjaan
secara formal tentang cara karyawan menggunakan sumber daya untuk
mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi
menggambarkan bentuk, fungsi-fungsi, separtemen-departemen yang
menunjukkan tentang bagaimana bagian-bagian organisasi menjadi satu

kesatuan seperti yang tergambar pada bagan organisasi.®

Dibawah ini merupakan struktur organisasi PT. SWAPRO

International’

5 http://swapro.co.id/about-us/ diakses pada tanggal 08 Juni 2021

¢ Prayogo Kusumaryoko, Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0
(Yogyakarta : Deepublish, 2021), 97

7PT. SWAPRO International, company Profile., 6
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Gambar 1
Struktur Organisasi PT. SWAPRO International

-

4. Pelayanan Outsourcing di PT. SWAPRO International

PT. SWAPRO merupakan perusahaan jasa rekrutmen karyawan
dibidang bisnis dan jasa. Berdasarkan wawancara dengan Timotius
Wardoyo selaku koordinator PT. SWAPRO Jawa Timur menjelaskan

bahwa PT. SWAPRO menekankan pada dua bidang, yaitu :

a. Bidang bisnis

Dalam bidang bisnis, PT. SWAPRO fokus pada pengembangan
manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) atau istilahnya adalah Auman

resource. Artinya PT. SWAPRO melakukan perekrutan tenaga kerja dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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pelatihan secara efisien dan berkala terhadap tenaga kerja kontrak yang
akan ditempatkan di perusahaan klien dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas SDM yang kompeten dibidangnya sesuai dengan
kualifikasi dari perusahaan klien. PT. SWAPRO juga melayani
kebutuhan ouwtsourcing bisnis diberbagai industri seperti perbankan,

telekomunikasi, farmasi, finance, dan sebagainya.®
b. Bidang jasa

PT. SWAPRO merupakan perusahaan alih daya yang juga fokus
pada bidang jasa, yaitu penyediaan sumber daya manusia (SDM) berupa
tenaga kerja kontrak yang nantinya ditempatkan di perusahaan yang
menjadi klien dari PT. SWAPRO.” Jasa yang ditawarkan oleh

perusahaan antara lain:
1) Man power supply

PT. SWAPRO International akan membantu klienuntuk
memperoleh tenaga kerja Outsourcing dengan talenta-talenta
terbaik, menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang
dibutuhkan klien, serta menghindarkan klien dari kerumitan
administrasi ketenagakerjaan. Dalam hal ini PT. SWAPRO
International berperan sebagai penyedia tenaga kerja bagi

perusahaan kliennya.

8 Fadel Ahmad, Wawancara, Jombang, 31 Juli 2021
° Timotius Wardoyo, Wawancara, Whatsapp, 03 Agustus 2021
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2) Full Outsourcing

PT. SWAPRO juga menyediakan layanan terpadu
Outsourcing yang akan membantu perusahaan klien dalam
menangani kegiatan non-inti perusahaan sehingga klien lebih
memfokuskan pada sumber daya manusia mereka pada prioritas
strategisnya.!’

Ada beberapa jenis pelayanan outsourcing di PT. SWAPRO

International, antara lain :!!

Tabel 5: Pelayanan O utsourcing di PT. SWAPRO International

a. Administration Staff j. Receptionist
b.  Finance Accounting Staff | k. Secretary

c.  Call center 1. Merchandiser
d. Telemarketing m. Messenger
e. Data Entry n. Driver

f.  HRD Staff 0. Technician
g. Collector p. Enginer

h. Customer service g. Suveyor

i.  Sales Promotion Girl (SPQG)

5. Perusahaan klien PT. SWAPRO International
Dibawah ini adalah daftar perusahaan yang menjadi klien PT.
SWAPRO International baik dari jasa man power supply maupun full

outsourcing, diantaranya:

a. PT. Bank Danamon Tbk

10 Tbid., 13
1 Tbid., 14



b. PT.
c. PT.
d. PT.

e. PT.

f. PT.

g. PT.
h. PT.
i. PT.

j.- PT.
k. PT.
l. PT.
m. PT.
n. PT.
o. PT.
p. PT.
q. PT.

r. PT.
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Berca Schindler lifts

BCA Finance

Buana Finance Tbk.

Astra International Tbk.

CIMB NIAGA Tbk. (CIMB NIAGA Auto Finance)
IFS Capital Indonesia

Petrosea Tbk.

Samsung Telecommunication Indonesia

Surya Arta Nusantara Finance

Serasi Auto Raya (TRAC Astra Rent A Car)

Austindo Nusantara Jaya Finance

Wahana Ottomitra Multiartha Tbk/PT. WOM Finance
Sanghiang Perkasa (PT. Kalbe Farma dan Kalbe Nutritional)
ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd

Zenith Optimedia/Indonesian Media Exchange
Pertamina Persero

XL Axiata, Tbk

s. Astra Credit Companies (ACC)/Astra Financial Group

t. PT.

u. PT.

v. PT.

Astra International, Tbk. (Astra World, Dana Pensiun Astra)
Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPM Rent)

Lautan Luas Tbk.!2

12 http://swapro.co.id/clients/ diakses pada tanggal 09 Juni 2021 pukul 21:13
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Adapun data jumlah karyawan outsourcing PT. SWAPRO yang
ditempatkan di perusahaan klien yang ada di wilayah Jawa Timur
berdasarkan data yang ada dari wawancara dengan koordinator PT.
SWAPRO Jawa Timur per bulan Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Data Jumlah Karyawan Outsourcing PT. SWAPRO
International Jawa Timur per bulan Juli 2021:

Nama perusahaan klien Jumlah Kar}{awan
outsourcing
Astra Credit Companies 54 karyawan
PT. WOM Finance 359 karyawan
Internal team PT. SWAPRO 11 karyawan
Suzuki Finance indonesia 34 karyawan
PT. SMS Finance 92 karyawan
Bussan Auto Finance 71 karyawan
Mandiri Tunas Finance 32 karyawan

Dalam penelitian terkait pengupahan PT. SWAPRO
International, data penelitian yang diperoleh dari karyawan outsourcing
hanya satu orang yang ditunjuk, yaitu Rahmad Firdaus yang
ditempatkan di perusahaan klien PT. SWAPRO, yaitu PT. WOM
Finance cabang Mojokerto.

6. Proses Rekrutmen Karyawan Outsourcing

PT. SWAPRO International merupakan perusahaan yang
bergerak dibidang jasa layanan rekrutmen dan alihdaya (Outsourcing),
yang mana untuk mencukupi kebutuhan SDM perusahaan klien maka
PT. SWAPRO International melakukan rekrutmen karyawan

Outsourcing yang dibagi menjadi beberapa proses, yaitu:
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Proses Sourcing

Pada proses sourcing PT. SWAPRO International mencari
database atau kandidat karyawan Outsourcing melalui media sosial
layanan rekrutmen, seperti website, instagram resmi perusahaan,
grup whatsapp, dan lainnnya. Proses pencarian database dilakukan
sesuai dengan permintaan klien baik dari jenis pekerjaan yang

dibutuhkan maupun kualifikasinya.'3

Screaning

Setelah database didapat dari proses sourcing, dilanjutkan
proses screaning, yaitu melihat dan menganalisa database yang
didapat dari CV kandidat yang ditujukan untuk menseleksi
kandidat nantinya diarahkan ke perusahaan klien yang tepat sesuai
kebutuhan dari klien masing-masing. Setiap bulan, klien akan
mengirimkan data rekrutmen karyawan yang harus dipenuhi
SWAPRO, darisitulah nanti SWAPRO akan menyesuaikan
kebutuhan klien dan skill kandidat yang nanti akan diarahkan ke

klien mana untuk di interview oleh klien.!*

Proses rekrutmen karyawan (Pemberkasan)
Setelah proses screaning , data kandidat karyawan akan
dikirim ke perusahaan klien untuk dilakukan interview. Setelah

interviewklien akan menyampaikan ke perusahaan apakah kandidat

13 Bapak Timotius Wardoyo, Wawancara, Google Meet, 05 Juli 2021

4 Ibid.,
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tersebut layak atau tidak yang kemudian disampaikan kembali oleh
perusahaan kepada kandidat karyawan. Apabila kandidat
dinyatakan layak, maka selnjutnya dilakukan proses pemberkasan
yang didalamnya memuat penentuan penempatan kerja sesuai

kebutuhan klien, kontrak perjanjian kerja (PKWT).!?

Dari ketiga proses diatas setelah selesai semua, maka
karyawan sudah mulai bekerja dan terikat sebagai karyawan
Outsourcing PT. SWAPRO International yang ditempatkan di

perusahaan klien.

7. Jam Kerja

Karyawan  Outsourcing PT. SWAPRO International

melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan kerja (di luar kerja lembur)

sebagai berikut :

a.

Maksimum 8 (delapan) jam per hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam
seminggu, atau maksimum 7 (tujuh) jam per hari untuk 6 (enam)
hari kerja dalam seminggu

Waktu kerja khusus, yaitu waktu kerja yang bervariasi jam nya
tergantung permintaan dari klien/customer selama tidak menyalahi
peraturan perusahaan, namun tidak terbatas pada angkutan jarak

jauh, waktu kerja tambang, shift atau split shifi.'s

15 Tbid.,

16 PT. SWAPRO International, Draft Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)., 2
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Waktu lembur hanya diberikan pada waktu yang dibutuhkan
oleh klien serta terdapat surat perintah lembur (SPL) yang

ditandatangani oleh PT. SWAPRO International.!”

8. Fasilitas dan Pembiayaan
PT. SWAPRO International memberikan fasilitas terhadap
karyawan Outsourcing selama bekerja berupa jaminan sosial yang

meliputi :

a. BPIJS Ketenagakerjaan
b. BPJS Kesehatan
¢. BPJS Jaminan Pensiun.'®
Jaminan sosial diatas akan dibebankan pada gaji pokok
karyawan sebesar 4% yang berasal dari BPJS kesehatan sebesar 2%,
BPJS ketenagakerjaan sebesar 1%, Dana pensiun sebesar 1%.!°
Selain itu, adapun pembiayaan yang diberikan oleh PT.

SWAPRO International kepada Karyawan Outsourcing antara lain :

a. Gaji pokok (sesuai dengan Upah Minimum kantor penempatan)

b. Tunjangan Hari Raya

c. Incentive, besaran incentive yang diberikan kepada karyawan
Outsourcing sesuai  ketentuan perusahaan klien (kantor

penempatan). Besaran upah /ncentive nantinya akan dipotong

17 Fadel Ahmad, Wawancara, Jombang, 30 Juni 2021
18 PT. SWAPRO International, Draft Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
19 Timotius Wardoyo, Wawancara, Google Meet, 05 Juli 2021
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sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan tentang PPh
ps. 21.2°
d. Gaji lembur
Sebagai perusahaan pelayanan jasa rekrutmen karyawan, PT.
SWAPRO International memberikan layanan kepada perusahaan klien
dengan sistem manajemen fee. PT. SWAPRO International
menerapkan pra-pembayaran (pre-financing) kepada perusahaan klien,
yaitu seluruh upah karyawan Outsourcing yang besaran upahnya telah
ditentukan perusahaan klien mulai dari gaji pokok, insentif, uang
lembur akan dibayarkan terlebih dahulu oleh PT. SWAPRO
International kepada karyawan Outsourcing sesuai dengan waktu
pembayaran upah, kemudian PT. SWAPRO International memberikan
tagihan upah ke perusahaan klien dengan nominal sesuai kesepakatan
ditambah dengan fée yang telah ditentukan saat kerjasama berlangsung

dalam waktu 15 (lima belas) hari.?!

B. Kontrak Perjanjian Kerja antara PT. SWAPRO International dengan
Karyawan Outsourcing

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat antara karyawan

dengan majikan/perusahaan dimana buruh menyatakan kesanggupannya

untuk bekerja dan mempunyai hak untuk menerima upah dari jasa yang telah

dilakukan, sedangkan majikan/perusahaan menyatakan kesanggupannya

20 Fadel Ahmad, Wawancara, Jombang, 30 Juni 2021
2! Timotius Wardoyo, Wawancara, Google meet, 05 Juli 2021
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untuk mempekerjakan karyawan dengan membayar upah. Perjanjian kerja
dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Kebanyakan dalam dunia
ketenagakerjaan terutama yang menerapkan sistem kontrak/Outsourcing,
perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak
yang didalamnya memuat hubungan kerja, hak dan kewajiban para pihak,

sistem pengupahan, hingga mengatur tentang berakhirnya perjanjian.

Dalam sistem kerja alihdaya (outsourcing) biasanya menerapkan
bentuk perjanjian kerja seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Perjanjian kerja waktu tertentu sendiri merupakan perjanjian kerja antara
pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu
tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Bentuk perjanjian kerja ini dipandang
cukup fleksibel bagi perusahaan pengguna jasa outsourcing, karena lingkup
pekerjaan yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan perusahaan. Bagi
karyawan outsourcing, meskipun secara struktur dibawah perusahaan
outsourcing namun pada saat rekrutmen, karyawan outsourcing harus
mendapat persetujuan dari perusahaan pengguna jasa outsourcing. Bentuk
perjanjian kerja seperti ini sama halnya dengan bentuk perjanjian kerja yang
digunakan PT. SWAPRO International dengan karyawan outsourcing yaitu

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).??

22 1ke Farida, Perjanjian Perburuhan : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing (Jakarta:
Sinar Grafika, 2019), 52
B Ibid., 54
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PT. SWAPRO International bertindak sebagai perusahaan
alihdaya/outsourcing yang menyediakan jasa bagi perusahaan kliennya.
Karyawan outsourcing yang telah dinyatakan layak dan diterima di
perusahaan klien akan mengikatkan diri dalam kontrak perjanjian kerja dengan
PT. SWAPRO. Kontrak perjanjian kerja antara PT. SWAPRO dengan
karyawan outsourcing dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua
pihak, dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan kerja yaitu Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kedua pihak yang melakukan perjanjian
mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk bertindak sesuai dengan isi
perjanjian selama obyek pekerjaan yang diperjanjikan jelas dan tidak
bertentangan dengan peraturan yang berlaku.?*

Didalam kontrak perjanjian kerja antara PT. SWAPRO International
dengan karyawan outsourcing terdapat beberapa pasal, antara lain mengenai
penempatan dan jangka waktu perjanjian, pengupahan dan jaminan sosial, hak
dan kewajiban PT. SWAPRO sebagai perusahaan oufsourcing, hak dan
kewajiban karyawan, waktu kerja dan uang lembur, serta berakhirnya
perjanjian dan denda. Meskipun karyawan outsourcing terikat perjanjian
dengan PT. SWAPRO International, karyawan tetap harus memenuhi

kewajibannya sebagai pekerja di perusahaan klien tempat ia bekerja.?’

24 Timotius Wardoyo, Wawancara, Google Meet, 05 Juli 2021
23 PT. SWAPRO International, Draft Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 3
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C. Sistem Pengupahan PT. SWAPRO International Terhadap karyawan
Outsourcing
1. Lartar Belakang Sistem Pengupahan Karyawan Outsourcing
PT. SWAPRO International merupakan perusahaan
alihdaya/outsourcing yang telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan
klien khususnya yang bergerak dibidang finance. Dalam kerjasama tersebut

PT. SWAPRO mencari kandidat karyawan yang sesuai dengan kualifikasi

yang diberikan oleh klien. Setelah dinyatakan layak dan diterima,

karyawan akan mengikatkan diri dengan PT. SWAPRO dalam perjanjian
kerja. Perjanjian Kerja yang diterapkan di PT. SWAPRO adalah Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu (PKWT dengan jangka waktu kontrak mulai dari 6-

12 bulan masa kerja tergantung dari performa karyawan dan permintaan

klien. Kontrak akan diperpanjang jika klien meminta kepada PT. SWAPRO

International untuk memperpanjang masa kerja karyawan outsourcing.?®

Karyawan outsourcing yang telah melaksanakan kewajibannya, ia
akan mendapatkan upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ia
laksanakan. Ketentuan mengenai upah karyawan sudah diatur dalam
kontrak perjanjian kerja yang berbunyi sebagai berikut :

(2)  Upah pekerja sekurang-kurangnya adalah sesuai dengan besaran upah
minimum yang berlaku di Kota/Kabupaten penempatan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku di lokasi penempatan.

(3) Pekerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) SWAPRO akan memberikan tunjangan Tunjangan Hari Raya (THR)

kepada Pekerja sesuai dengan lokasi penempatan Pekerja sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

26 Bapak Timotius Wardoyo, Wawancara, Google Meet, 05 Juli 2021
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berlaku. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan paling lambat 7
(Tujuh) hari sebelum hari Raya idul Fitri dan hanya diberikan kepada
pekerja jika pada tanggal Hari raya Idul Fitri Pekerja masih terikat
hubungan kerja dengan SWAPRO berdasarkan perjanjian ini.

(5) Pembayaran atas upah dilakukan paling lambat pada akhir bulan
secara tunai atau transfer bank.?’

Latar belakang terjadinya sistem pengupahan karyawan
berdasarkan upah yang diterima oleh Rahmad Firdaus (26) sebagai
karyawan outsourcing. Firdaus (26) diterima sebagai karyan outsourcing
sejak November 2019 dalam jangka waktu awal kontrak selama satu tahun
dan ditempatkan di perusahaan klien di Kabupaten Mojokerto. PIC yang
menangani serta mengawasi kinerja karyawan di tempat tersebut adalah
Fadel Ahmad (24). Firdaus (26) menerima upah pokok setiap bulannya
sebesar Rp. 4.179.000 sesuai dengan upah minimum kabupaten Mojokerto
yang dibayarkan padanya setiap akhir bulan.?® Gaji pokok akan dipotong di
setiap bulannya untuk kepentingan jaminan sosial karyawan seperti BPJS
kesehatan (2%), BPJS ketenagakerjaan (1%), dan dana pensiun (1%).?°

Selain gaji pokok, Firdaus (26) juga menerima insentif dari
pendapatannya setiap target tagihan nasabah terpenuhi tentunya besaran
insentif ditentukan oleh perusahaan klien bukan dari pihak PT. SWAPRO.
Insentif pada buln itu merupakan insentif yang diterima karyawan pada

bulan sebelumnya dan seterusnya. Setiap insentif yang didapat diatas rata-

rata ketentuan pendapatan akan dikenakan Pajak penghasilan sesuai

27 PT. SWAPRO International, Draft Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)., 3
28 Rahmad Firdaus, Wawancara, Jombang, 29 Juni 2021
2 Fadel Ahmad, Wawancara, Jombang, 31 Juli 2021
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dengan peraturan yang termuat dalam Pph Ps. 21, perusahaan klien akan
menyerahkan data gaji pokok karyawan yang telah dipotong jaminan sosial
kemudian ditambah dengan pendapatan karyawan (insentif) kepada PT.
SWAPRO. Selanjutnya PT. SWAPRO akan mengkalkulasi gaji tersebut
apakah dikenakan pajak atau tidak. Apabila gaji tersebut dikenakan pajak,
maka yang dipotong adalah pendapatannya saja bukan gaji pokok
karyawan. Setelah dikalkulasi oleh PT. SWAPRO kemudian akan
dibayarkan kepada karyawan melalui transfer bank.*®

Berdasarkan kesepakatan antara PT. SWAPRO dengan perusahaan
klien, bahwa sistem pembayaran upah yang diterapkan menggunakan
sistem pra pembayaran (pre-financing), yaitu PT. SWAPRO akan
membayarkan seluruh gaji karyawan sesuai data yang diberikan oleh klien.
Selanjutnya PT. SWAPRO akan menyerahkan data gaji karyawan
ditambah dengan fee dalam jangka waktu 15 hari setelah gaji tersebut
dibayarkan. Fee ditetapkan sesuai kesepakatan antara PT. SWAPRO
dengan klien, disini penulis tidak diberitahu berapa prosentase fee yang
didapat PT. SWAPRO. Dalam hal ini PT. SWAPRO tidak menerapkan fee
pada karyawan melainkan fee tersebut ditanggung oleh klien kepada PT.

SWAPRO selaku perusahaan outsourcing.!

30 Fadel Ahmad, Wawancara, Jombang, 31 Juli 2021
31 Timotius Wardoyo, Wawancara, Google Meet, 05 Juli 2021
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2. Sistem Pengupahan Karyawan Outsourcing

Sistem pengupahan yang diterapkan oleh PT. SWAPRO
International adalah sistem pre-financing PT. SWAPRO, yaitu seluruh
upah karyawan seperti (gaji pokok+insentif) akan dibayarkan lebih dulu
kepada karyawan outsourcing sesuai data yang dilaporkan oleh klien,
kemudian PT. SWAPRO akan menagihkan kepada perusahaan klien
seluruh biaya talangan upah untuk karyawan dalam waktu 15 (lima belas)
hari ditambah dengan feée yang disepakati oleh PT. SWAPRO dan klien.?

Menurut Timotius Wardoyo (31) selaku koordinator PT. SWAPRO
wilayah Jawa Timur yang menjelaskan tentang proses pengupahan

karyawan outsourcing, sebagai berikut:

Gambar 2
Mekanisme pembayaran upah karyawan Outsourcing PT. SWAPRO
International
! PT 2
Perusahaan |— SWAI;RO Karyawan
klien Outsourcin,
| International ¢
3
Keterangan :

1. Perusahaan klien memberikan data upah yang dibayarkan kepada
karyawan
2. Setelah diterima dan disetujui oleh PT. SWAPRO, selanjutnya akan

dikalkulasi untuk kemudian dibayarkan kepada karyawan outsourcing

32Timotius Wardoyo, Wawancara;Telepon WA, 06 Juli 2021
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3. Setelah upah dibayarkan kepada karyawan, data upah tersebut
diberikan ke klien dan dibayarkan kembali sesuai besaran upah dalam
waktu 15 (lima belas) hari.??

Dalam hal ini, PT. SWAPRO mengkalkulasi berapa upah karyawan
setelah dipotong jaminan sosial dan pajak. Selanjutnya dibayarkan kepada
karyawan melalui transfer bank, untuk slip gaji akan diberikan oleh Fadel
(24) sebagai PIC kepada karyawan. Namun, sering kali terjadi Fadel (24)
tidak memberikan slip kepada karyawan saat pembayaran upah, harus
karyawan dulu yang meminta slip tersebut baru diberikan oleh Fadel (24).
Firdaus (26) saat itu menerima gaji pokok sebesar Rp. 4.179.000 dengan
insentif sebesar rp. 7.930.000 dan bonus kehadiran sebesar Rp. 790.000.
dengan total Rp. 12. 880.000. gaji pokok dipotong untuk BPJS sebesar 4%.
Kemudian insentif dan bonus dipotong pajak sebesar Rp. 921.000 dan
insentif dibayar dimuka sebesar Rp. 300.000 dengan total potongan sebesar
Rp. 1.380.000. jadi, total gaji yang didapat Firdaus adalah sebesar Rp.
10.570.000.3

Pada saat upah dibayarkan melalui bank, Firdaus (26) hanya
menerima upah sebesar Rp. 7.000.000. Karena tidak memperoleh slip gaji
sebagai bukti pembayaran upah, Firdaus (26) meminta slip kepada Fadel
(24) selaku PIC, setelah memperoleh slip Firdaus (26) mengkonfirmasi

bahwa upah yang didapat hanya Rp. 7000.000 sedangkan pada slip gaji

33 Timotius Wardoyo, Wawancara...,
34 Rahmad Firdaus, Wawancara, Jombang, 29 Juni 2021
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tertera sebesar Rp. 10.570.000. Firdaus (26) juga bertanya alasan kenapa
upahnya hanya dibayarkan setengah dari upah yang seharusnya ia dapat.
Kemudian Fadel (24) memberikan alasan bahwa sebagian upah yang belum
terbayarkan sebesar Rp. 3.570.000 dijanjikan akan dibayarkan dibulan
berikutnya, yaitu bulan Oktober. Namun, pada bulan oktober Firdaus (26)
hanya menerima upah sesuai yang tertera pada slip gaji tidak ada tambahan
upah yang dijanjikan dibulan sebelumnya. Saat ditagih oleh Firdaus (26),
Fadel (24) memberikan penjelasan lagi yang berbeda bahwa sebagian upah
ditangguhkan berdasarkan ketentuan dari perusahaan klien. Setelah
ditanyakan kembali Fadel (24) memberikan jawaban lagi bahwa upah
dibayarkan setelah ada konfirmasi dari pihak klien pusat. Sampai akhirnya,
sebagian upah tersebut baru diberikan beberapa bulan setelahnya semenjak
upah tersebut dijanjikan, yaitu pada bulan Februari 2021.%

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rahmad Firdaus (26)
selaku karyawan outsourcing mengenai masalah pengupahan yang terjadi,
adapun pandangan Firdaus (26) antara lain:

a. Firdaus (26) merasa kecewa dan dirugikan akan hal itu, karena ia
sudah mencapai target di bulan tersebut namun insentif yang
merupakan haknya hanya dibayarkan setengah dari yang seharusnya
Firdaus (26) peroleh serta dijanjikan oleh PIC.

b. Menurutnya, apabila terjadi penangguhan upah kenapa tidak ada

surat tertulis (kesepakatan) sebelumnya dari pihak klien kepada

35 Rahmad Firdaus, Wawancara.,
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karyawan dengan sepengetahuan PT. SWAPRO selaku outsourcing-
nya jika ada penangguhan upah.

c. Ada perbedaan pada upah yang diterimanya pada bulan September
2020 sebesar Rp. 10.570.000 (sesuai dengan slip gaji), namun ia
hanya menerima transfer bank sebesar Rp. 7.000.000.3¢

Selain itu, berdasarkan wawancara penulis dengan Timotius

Wardoyo (37) selaku koordinator PT. SWAPRO wilayah Jawa Timur

tentang pandangannya terhadap permasalahan upah yang terjadi pada

Firdus (26), Timotius (37) memberikan keterangan bahwa ia tidak

mengetahui apabila terjadi penangguhan upah yang dialami karyawan

karena saat diperiksa data pembayaran upah telah dibayarkan sesuai
dengan slip gaji yaitu sebesar Rp. 10.570.000 pada bulan September

2020. Timotius (37) juga tidak mengetahui bahwa ada penangguhan

pembayaran upah yang terjadi, menurutnya Fadel (24) selaku PIC tidak

melaporkan jika terdapat upah karyawan yang belum dibayarkan.

Timotius (37) berpendapat bahwa jika terdapat kasus seperti itu maka

PT. SWAPRO akan menerima pinalty dari klien. Timotius (37) juga

memberikan penjelasan bahwa akan dilakukan evaluasi kembali secara

berkala kepada PIC yang bertugas di setiap kabupaten di Jawa Timur
agar tidak terjadi masalah penangguhan upah tanpa sepengetahuan dari

koordinator.3”

3¢ Rahmad Firdaus, Wawancara, Jombang, 01 Agustus 2021
37 Timotius Wardoyo, Wawancara, Whatsapp, 01 Agustus 2021



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TERHADAP PENGUPAHAN KARYAWAN OUTSOURCINGDI PT.
SWAPRO INTERNATIONAL

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pengupahan Karyawan Outsourcing di PT.

SWAPRO International
Kontrak perjanjian kerja yang yang terjadi antara karyawan oufsourcing

dengan PT. SWAPRO International termasuk dalam akad a-ijarah ‘ala al-
a’mal, yaitu perjanjian sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu
pekerjaan/jasa. Sewa-menyewa jasa dalam hal ini PT. SWAPRO bertindak
sebagai musta jir dan karyawan outsourcing sebagai mua jir (penyewa). Dalam
hukum islam menjelaskan bahwa suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat
yang telah ditetapkan, antara lain :
1. ‘Agidayn (Orang yang berakad)

Orang yang berakad terdiri dari penyewa (mu’ajir) dan orang yang
menyewakan (rmustajir) dimana masing-masing pihak harus baligh, berakal
sehat, dan dapat mengetahui mana yang baik mana yang buruk (mumayyis).
Dalam rukun ini, kedua pihak yang berakad (PT. SWAPRO dan karyawan
outsourcing) telah memenuhi karena keduanya saling mengetahui posisi
masing-masing serta dalam kontrak perjanjian juga dijelaskan. Orang yang

berakad harus memenuhi syarat sebagai berikut:

66
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a. Baligh dan berakal sehat
Menurut para ulama yang berpendapat bahwa orang yang berakad
harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal sehat. Dalam hal ini akad yang
dilaksanakan oleh PT. SWAPRO dengan karyawan outsourcing telah
memenuhi syarat, karena dari PT. SWAPRO diwakili oleh Farid Usman
selaku Operational Manager dan Rahmad Firdaus (26) selaku karyawan
Outsourcing dimana keduanya telah baligh dan berakal sehat.
b. Kedua pihak yang berakad harus saling mengetahui
Pihak yang berakad baik mustajir maupun mu ajir harus saling
mengetahui manfaat barang yang disewakan. Artinya antara musta’jir
dan mu’ajir harus saling mengetahui manfaat obyek akad. Dalam hal
pengupahan yang terjadi di PT. SWAPRO International, kedua pihak
saling mengetahui manfaat berupa jasa dari karyawan yang tercantum
dalam surat perjanjian kerja. Jadi, antara PT. SWAPRO dengan
karyawan saling mengetahui manfaat dalam perjanjian.
2. Sighat (ijab dan qabul)

Pada saat akad berlangsung harus ada kesepakatan antara pernyataan
ijab dan gabul. Dalam hal ini kedua pihak telah memenuhi rukun sighat
karena antara karyawan dengan PT. SWAPRO telah bersepakat untuk
melaksanakan perjanjian kontrak selama 6-12 bulan. Sighat harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:
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a. Ijab dan qabul harus dilakukan secara jelas dan sesuai

Pernyataan ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas dan ada
kesesuaian antara ucapan mu’ajir dan jawaban dari musta’jir. Akad yang
terjadi antara PT. SWAPRO dengan karyawan Outsourcing dilakukan
secara tertulis dibuktikan dengan surat perjanjian kerja yang
ditandatangani kedua pihak. Namun pada saat akad, tidak menjelaskan
secara jelas tentang besaran upah baik upah pokok maupun insentif hanya
menjelaskan bahwa upah akan dibayarkan pada akhir bulan melalui
transfer bank, tidak dijelaskan pula solusi apabila terdapat penundaan
pembayaran upah seperti yang terjadi pada karyawan.

Faktanya, upah yang diterima karyawan pada akhir bulan hanya
50% dari seluruh upah. Menurut Firdaus, ia hanya menerima gaji sebesar
Rp. 7.000.000 dari total gaji Rp. 10.570.000. Ketika dikonfirmasi oleh
Firdaus, PIC wilayah Mojokerto memberikan alasan yang berbeda setiap
kali ditanya yang pada intinya upah tersebut dijanjikan namun tidak
kunjung dibayarkan tanpa ada surat kesepakatan penundaan pembayaran
upah dari pihak klien dan tanpa sepengetahuan koordinator wilayah Jawa
Timur sehingga terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak dan karyawan
juga merasa dirugikan akan hal itu. Jadi, dapat dikatakan PT. SWAPRO
kurang terbuka kepada karyawan pada saat akad berlangsung terutama

tentang pembayaran upah.
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b. Keridhaan para pihak

Dalam ijab dan qabul, kedua pihak harus menyatakan saling suka
rela tidak boleh ada unsur paksaan dan kekuasaan untuk melangsungkan
akad. Dalam hal ini, PT. SWAPRO memberikan penjelasan terkait jenis
pekerjaan, lokasi penempatan, dan upah yang didapat. Namun saat
pembayaran upah karyawan hanya menerima setengah upah dari upah
yang seharusnya diperoleh dengan alasan akan dijanjikan dibulan
berikutnya karena ada ketentuan dari perusahaan klien, tetapi penundaan
upah tidak disertai kesepakatan sebelumnya sehingga karyawan merasa
kecewa akan hal itu. Jadi dapat dikatakan pada saat akad berlangsung
karyawan tidak mengetahui berapa besaran upah yang harus diterima

karena tidak terbukanya PT. SWAPRO kepada karyawan.

Ujrah (Upah)

Upah merupakan imbalan yang diberikan atas pekerjaan yang telah

dilakukan. Besaran upah yang didapat harus sesuai dengan kesepakatan awal

perjanjian. Dalam hal ini, PT. SWAPRO telah memberikan upah sesuai

dengan isi kontrak perjanjian. Untuk menentukan besaran upah, maka harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.

Upah harus jelas dan harus bernilai (mal-mutagawwim)

Upah yang diberikan harus jelas baik jumlah maupun waktu
diberikannya upah. Upah yang diperoleh karyawan outsourcing
merupakan sesuatu yang bernilai karena upah yang diberikan dalam

bentuk uang. Namun pada bulan September 2020, karyawan memperoleh
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upah hanya setengah dari upah yang seharusnya diperoleh, yaitu hanya
sebesar Rp. 7.000.000 dari keseluruhan upah Rp. 10.570.000. Ketika
dikonfirmasi, pihak PT. SWAPRO memberikan alasan yang berbeda
bahwa upah dijanjikan akan dibayarkan dibulan berikutnya sampai pada
penundaan upah dari perusahaan klien tanpa ada surat kesepakatan
sebelumnya. Karyawan merasa kecewa dan dirugikan karena upah yang
menjadi haknya tidak dibayarkan sepenuhnya pada waktu jatuh tempo
serta tidak ada informasi sebelumnya jika terjadi penangguhan upah.
Oleh karena itu, dapat dikatakan upah karyawan tidak memenuhi syarat
penetapan upah karena upah yang dibayarkan hanya sebesar 50% dan
penangguhan upah tanpa ada kesepakatan dengan karyawan sebelumnya.
. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan ma qud ‘alaih

Upah yang diberikan harus berbeda dengan manfaat obyek sewa.
Misalnya obyek berupa jasa tidak boleh dibayar dengan jasa pula. Dalam
hal ini, upah yang dibayarkan oleh PT. SWAPRO kepada karyawan telah
sesuai dengan syarat diatas karena upah yang dibayarkan berupa uang,
tidak sama dengan ma’qud ‘alaih yang berupa jasa.
Pembayaran upah tepat waktu

Upah yang dibayarkan oleh PT. SWAPRO kepada karyawan
outsourcing pada akhir bulan setelah karyawan menyelesaikan
pekerjaannya. Namun, upah hanya dibayarkan sebesar 50% kemudian
yang setengahnya lagi dijanjikan akan dibayarkan dibulan berikutnya,

dengan kata lain pembayaran upah karyawan memang dilakukan tepat
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waktu tetapi tidak sepenuhnya upah tersebut diberikan kepada
karyawan. Jadi, pengupahan karyawan outsourcing tidak memenuhi
syarat diatas karena upah tidak dibayarkan seluruhnya tepat waktu.

d. Pembayaran upah yang adil dan transparan.

Upah yang dibayarkan adil sesuai dengan pekerjaan yang
dilakukan (proposional) dan transparan. Pembayaran upah harus
dilakukan secara adil dan transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman
dikemudian hari. Upah yang diterima karyawan outsourcing belum
memenuhi syarat pembayaran upah yang adil dan transparan, karena
karyawan hanya menerima setengah upah pendapatan dan yang
setengahnya dijanjikan dibulan berikutnya tapi tidak kunjung dibayarkan
dengan alasan pembayaran tersebut ditunda oleh pihak klien namun tidak
ada kesepakatan sebelumnya dengan karyawan.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Pengupahan
Karyawan Outsourcing di PT. SWAPRO International
PT. SWAPRO International merupakan perusahaan alih
daya/outsourcing yang menyediakan tenaga kerja kontrak untuk
ditempatkan di perusahaan klien. Karyawan yang dinyatakan diterima akan
mengikatkan diri dalam kontrak perjanjian kerja dengan PT. SWAPRO
sebagai outsourcing-nya dalam jangka waktu 6-12 bulan sesuai performa
dan permintaan klien. Kontrak perjanjian kerja didalamnya memuat
tentang waktu dan penempatan kerja, pengupahan, hak dan kewajiban para

pihak, hingga berakhirnya perjanjian dan denda. Menurut Undang-undang
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No. 13 Tahun 2003, perjanjian diatas termasuk dalam perjanjian kerja
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (14) yang berbunyi: “Perjanjian
kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, kewajiban para
pihak.”!

Dalam perjanjian kerja antara karyawan dan PT. SWAPRO
menjelaskan tentang hak dan kewajiban, pembayaran upah, dan lainnya.
Upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan karyawan
dan hak yang dimiliki karyawan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
1 ayat (30) yang berbunyi: “Upah merupakan hak pekerja/buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.” Dalam hal pembayaran upah, ada beberapa ketentuan yang
harus dipenuhi antara lain:

Karyawan berhak mendapat upah yang layak untuk kelangsungan
hidupnya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 88 ayat (1): “Setiap
pekerja/buruh  berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan kehidupan

yang layak bagi karyawan, pemerintah memberikan perlindungan upah

! Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat (14)
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terhadap karyawan yang termuat dalam pasal 88 ayat (3) yang menjelaskan
bahwa: “Kebijakan pengupahan yang melindungi buruh sebagaimana
dimaksud meliputi (a) upah minimum; (b) upah kerja lembur; (¢) upah tidak
masuk kerja karen berhalangan; (d) upah tidak masuk kerja karena
melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya; (¢) upah karena menjalankan
hak waktu istirahat kerjanya; (f) bentuk dan cara pembayaran upah; (g)
denda dan potongan upah; (h) hal-hal yang dapay diperhitungkan dengan
upah; (i) struktur dan skala pengupahan yang proposional; (j) upah untuk

pembayaran pesangon; (k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan.?

Kemudian pada pasal 89 ayat (1) juga dijelaskan terkait upah
minimum yang berbunyi: “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
pasal 88 ayat (3) huruf a terdiri atas (a) Upah minimum berdasarkan
wilayah provinsi atau kabupaten/kota; (b) Upah minimum berdasarkan
sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.> Dalam hal pengupahan
yang dilakukan PT. SWAPRO terhadap karyawan telah memenuhi pasal
88 ayat (3) huruf a dan pasal 89 ayat (1) karena karyawan menerima upah
pokok sebesar Rp. 4.179.000 sesuai dengan upah minimum kantor
penempatan, yaitu Kabupaten Mojokerto dan upah dibayarkan pada akhir

bulan.

Dalam pasal 90 ayat (1) menjelaskan tentang larangan bagi

pengusaha dalam pembayaran upah yang berbunyi: “Pengusaha dilarang

2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat (1) dan (2)
3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 88 ayat (3)
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membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam padal 89”. Dan pasal 90 ayat (2) yang
berbunyi: “Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat melakukan penangguhan
pembayaran upah”.* Dalam hal ini, PT. SWAPRO tidak melakukan
pelanggaran seperti yang ada di pasal 90 ayat (1) karena upah pokok yang

diterima karyawan sesuai dengan upah minimum Kabupaten.

Kemudian, PT. SWAPRO melakukan penangguhan pembayaran
pada upah insentif karyawan yang dibayarkan hanya 50% yang
setengahnya dijanjikan sampai adanya penangguhan upah, jadi bukan pada
upah pokok karyawan yang dilakukan penangguhan upah. Namun tetap
saja upah merupakan hak karyawan yang harus dibayarkan, jika terdapat
pembayaran setengah upah maka harus ada kesepakatan sebelumnya
dengan kedua pihak karena upah yang ditunda pembayarannya merupakan
upah pendapatan untuk nantinya diperhitungkan pada pajak penghasilan
sebagaimana tercantum pada pasal 88 ayat (3) huruf k diatas. Dalam pasal
tersebut upah untuk perhitungan pajak penghasilan termasuk pada

kebijakan perlindungan upah yang ditentukan pemerintah.

Dalam pasal 95 ayat (1) mengatur tentang pelanggaran bagi pekerja
dan perusahaan yang berbunyi: “Pelanggaran yang dilakukan pekerja/buruh

karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda”. Dan pasal

# Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 90 ayat (1) dan (2)
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95 ayat (2) yang berbunyi: “Pengusaha yang karena kesenganaan atau
kelalaiannya mengakibatkan keterlembatan pembayaran upah, maka
dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah
pekerja/buruh”. Dalam hal pengupahan yang ada di PT. SWAPRO yaitu
pembayaran upah yang dibayarkan 50% dari keseluruhan upah, apabila
dilihat dari alasan kenapa pembayaran tersebut dilakukan bukan
disebabkan karena kelalaian dari PT. SWAPRO karena ada ketentuan dari
klien yang mengakibatkan upah ditunda pembayarannya dan tidak
terbukanya PIC kepada karyawan sehingga terjadi kesalahpahaman.
Namun, pasal diatas tidak menyebutkan jangka waktu penundaan upah
boleh dilakukan. Jadi, dapat dikatakan penundaan upah karyawan tidak ada
unsur kelalaian, namun penangguhan upah tidak disebutkan waktunya dan

tidak ada kesepakatan sebelumnya jika terjadi penundaan upah.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah mengurai pembahasan dan analisis mengenai pengupahan
karyawan Outsourcing yang penulis uraikan dibab sebelumnya, maka penulis
menemukan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan
masalah, yaitu :

1. Pengupahan yang dilakukan PT. SWAPRO International berdasarkan
ketentuan upah minimum kantor penempatan untuk gaji pokok karyawan
dan insentif dari ketentuan klien. Karyawan hanya menerima upah sebesar
Rp. 7.000.000 dari keseluruhan upah sebesar Rp. 10.570.000. ketika
dikonfirmasi pihak PT. SWAPRO memberikan alasan yang berbeda,
awalnya upah dijanjikan akan dibayarkan dibulan berikutnya, penundaan
upah disebabkan karena ketentuan dari klien dan baru dibayarkan beberapa
bulan setelah upah tersebut dijanjikan.

2. Menurut hukum islam, pengupahan karyawan outsourcing di PT.
SWAPRO adalah akad fasid (rusak). Karena terdapat syarat dari rukun
akad al-ijarah yang tidak terpenuhi seperti penundaan pembayaran upah
tanpa ada kesepakatan kedua pihak yang menjadikan kesalahpahaman serta
karyawan merasa dirugikan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 13
Tahun 2003, pengupahan karyawan outsourcing memenuhi pasal 89
tentang upah minimum, karena upah pokok yang diterima karyawan sesuai

ketentuan upah minimum. Sementara itu, penundaan setengah upah
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karyawan bersifat menyimpang karena insentif yang dibayar setengah

termasuk dalam upah pendapatan pekerja sebagai perhitungan pajak, tidak

ada kesepakatan sebelumnya jika terdapat penundaan upah meskipun tidak
ada unsur kesengajaan yang dilakukan PT. SWAPRO.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang penulis
sampaikan mengenai permasalahan diatas untuk menghindari hal-hal yang
tidak diinginkan :

1. Sebaiknya PT. SWAPRO International pada saat perjanjian
berlangsung memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada karyawan
outsourcing terkait kontrak perjanjian dan pengupahan agar tidak
terjadi penundaan setengah upah yang seharusnya dibayarkan tanpa
kesepakatan sebelumnya dengan kedua pihak.

2. Sebaiknya PT. SWAPRO International sebagai perusahaan alihdaya
(outsourcing) memberikan ketegasan kepada perusahaan kliennya
untuk memberitahukan jika terdapat pembayaran wupah yang

dibayarkan setengah dari keseluruhan upah.
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